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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentaaal R84 ayat (1) Undang-

1.

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahamrabae
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Neirainun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peinggdang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undaahaag
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahjadien
Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan RancaregatuRan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa lapora
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan PemeKksmngan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun angdseeakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD detmga
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan laraDaerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kadyupat
Natuna Tahun Anggaran 2009;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1988w Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia T&lfi8b
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undemzng
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik led@an
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Rkpub
Indonesia Nomor 3569);



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Hagedcah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indendgihun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N&hor
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia T&000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BealdPan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rkpubl
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaragande
Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengghra

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluan d
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@@o

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pbkawbatas

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembamtuk
Daerah Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Habypaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, #adten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Bataemparan
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, TEdrab
Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3968);

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun3200
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repuidinesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberaiha
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia TahQA4 Rdmor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NdA@D0);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Laporan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rkpubli
Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaragande
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemanksa
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negarabélrem
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negpuilk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembarsgafd
Republik Indonesia Nomor 4421);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembhrinta

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahQA Rdmor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesimaXo



4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uridiamgr 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerietadg&hti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perabant
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Hkpub
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembarajarse
Republik Indonesia Nomor 4548):

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintalralDae
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMdl26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No#d@)4

13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentangbiRaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan PemerintabahDaer
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No#io
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®@o

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentajads Paerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 NMdhi@,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@8)4

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentarigbBRs
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahQa Rdmor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiendlo
4139);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentamiyd{gan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Reputiknesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Riepub
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ateng
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentamyd{gan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repuidignesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4540);

17.Peraturam Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangeRdaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rkpubl
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaragarsde
Republik Indonesia Nomor 4502);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentarignd&r
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republioriasia
Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4503);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangrfan
Daerah tentang Pinjaman Daerah (Lembaran NegaraibiRlep
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lemalidegara
Republik Indonesia Nomor 4574):



20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga Da
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesiaim 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentasteri
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembargafd
Republik Indonesia Nomor 4576);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentartgahHi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMadl38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&or)4

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonksan
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4578

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentaignfan
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Mdlb0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&fi5)4

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangp®wein
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LembaYagara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahankbagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@0d8ang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimabah diu
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 m&07
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamriNigenor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keu&ragaah;

27.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahud 20@ang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Asgga09;

28.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahud t20@ang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daexabn T
Anggaran 2009;

29.Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun &9028&8ng
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,;



Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Menetapkan

dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa lagetengan
memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayditaiypiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuamgalan usaha
milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimakswmdphsal 1
huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 921,794,791,783.77
b. Belanja Rp. 889,511,692,746.00

Surplus/defisit Rp. 32,283,099,037.77
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 268,464,112,378.83

- Pengeluaran _ Rp. 0.00
Pembiayaan Netto Rp. 268,464,112,378.83
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dudakalam Pasal

2 sebagai berikut :

(1) Selisih  anggaran dengan realisasi pendapatan sdjuml
Rp.(80,389,904,162.60) dengan rincian sebagai toerik



a. Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp. 841,404,887,621.17
b. Realisasi Rp. 921,794,791,783.77
Selisih lebih/(kurang) Rp. (80,389,904,162.60)

(2) Selisih  anggaran  dengan realisasi belanja dajum
Rp.202,357,307,254.00 dengan rincian sebagai keriku
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1,090@® 000.00
b. Realisasi Rp. 889,511,692,746.00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 202,357,307,254.00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplusitefsejumlah
(Rp.282,747,211,416.60) dengan rincian sebagdiuteri
a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (25014@4378.83)
b. Realisasi Rp. 32,283,099,037.77
Selisih lebih/(kurang) Rp. (282,747,211,416.60)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaambipgaan
sejumlah Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 268,464,112,378.83
b. Realisasi Rp. 268,464,112,378.83
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0.00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluarambiayaan
sejumlah Rp. 18,000,000,000.00 dengan rincian selbegikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 18,000,000,000.00
b. Realisasi Rp. 0.00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 18,000,000,000.00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayadto rsejumlah
Rp.(18,000,000,000.00) dengan rincian sebagai toerik
a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 250,464,112,378.83
b. Realisasi Rp. 268,464,112,378.83
Selisih lebih/(kurang) Rp. (18,000,000,000.00)
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf3ig@esember
Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 2,525,925,601,399.04

b. Jumlah kewajiban Rp. 3,170,677,677,452.32

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 2,522,754,923,946.72
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasaliflc untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember @200 sebagai
berikut :



a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2009 Rp. 98B/474,059.15

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 274,689,32G.77
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non

Keuangan Rp. (243,125,482,839.00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran Rp(16,368,564,178.00)
f Saldo kas akhir per

31 Desember tahun 2009 Rp. 304,427,891,804.92

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimBksati1 huruf d
tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secamntikatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimai&siich pada
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Dasraterdiri dari :

a. Lampiran | . Laporan realisasi anggaran;
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggareenurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi angganaenurut

urusan  pemerintah  daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggararaiyal daerah
menurut urusan pemerintah daerah, organisasi
program dan kegiatan;

Lampiran 1.4  : Rekapitulasi realisasi anggaramame daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara,

Lampiran 1.5  : Daftar piutang daerah;

Lampiran 1.6  : Daftar penyertaan modal (investdagrah;

Lampiran 1.7  : Daftar realisasi penambahan dangpemgan
aset tetap daerah;

Lampiran 1.8  : Daftar realisasi penambahan dangpemgan
aset lainnya;

Lampiran 1.9  : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Lampiran .10 : Daftar dana cadangan daerah ; dam

Lampiran .11 : Daftar pinjaman daerah dan obligagrah.

b. Lampiran Il : Neraca
c. Lampiranlll  : Laporan arus kas
d. Lampiran IV  : Catatan atas laporan keuangan



Pasal 8
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksudndBisal 1
ayat (2) terdiri dari :
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peratudaerah
ini.
b. lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daeealdahaan
daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daarah
Pasal 9
Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentargalaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai riteimn lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymetagngan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarpitzanDaerah.
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Oktober 2010

BUPATI NATUNA

RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 8 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010 NOMOR 4



